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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 91 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 363 dan Pasal
376 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria,
persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi
kereta api.

2. Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan
untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak
digunakan untuk melayani masyarakat umum.

3. Penyelenggara perkeretaapian khusus adalah badan usaha yang
mengusahakan penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

4. Afiliasi adalah hubungan mengendalikan dan dikendalikan antara
satu perusahaan dengan perusahaan lain melalui:

a. kepemilikan saham mayoritas; dan/atau

b. mayoritas hak suara dalam rapat umum pemegang saham yang
diberikan berdasarkan perjanjian.

5. Kawasan kegiatan pokok adalah wilayah kegiatan pokok yang
dibatasi oleh fungsi kegiatan yang dimiliki dan diusahakan oleh satu
badan usaha/perusahaan.

6. Wilayah penunjang adalah kawasan tempat diselenggarakannya
kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan perkeretaapian
khusus.

7. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
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pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perkeretaapian.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 2

Penyelenggaraan perkeretaapian khusus dilakukan dengan prinsip sebagai
berikut:

a. hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dalam rangka untuk
menunjang kegiatan pokoknya atau digunakan oleh beberapa badan
usaha yang berafiliasi untuk menunjang kegiatan pokok yang sejenis;

b. penyelenggaraan dikendalikan oleh badan usaha yang memiliki
kegiatan pokok atau oleh perusahaan induk yang berafiliasi dengan
penyelenggara perkeretaapian khusus;

c. wilayah operasi hanya dilakukan di kawasan kegiatan pokoknya atau
dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik wilayah penunjang;

d. obyek yang dapat diangkut hanya barang atau orang dalam rangka
menunjang kegiatan pokoknya dan tidak ada pengenaan tarif
angkutan barang atau penumpang;

e. kegiatan bongkar muat hanya dapat dilakukan di wilayah kegiatan
pokok dan di wilayah penunjang.

BAB II

KEGIATAN POKOK, BADAN USAHA, WILAYAH PENUNJANG, WILAYAH
OPERASI DAN OBYEK PENGANGKUTAN PENYELENGGARAAN

PERKERETAAPIAN KHUSUS

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan digunakan untuk kepentingan sendiri dalam rangka
untuk menunjang kegiatan pokoknya atau digunakan oleh beberapa
perusahaan yang berafiliasi untuk menunjang kegiatan pokok yang
sejenis dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

(2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kegiatan:

a. pertambangan;

b. perkebunan;
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c. pertanian; atau

d. pariwisata.

Pasal 4

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan
oleh:

a. badan usaha yang memiliki kegiatan pokok;

b. badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang memiliki
kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu; atau

c. badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak memiliki
kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu.

Pasal 5

Penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kegiatan
pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat melayani
perusahaan lain yang berafiliasi dengan persyaratan:

a. mayoritas saham dan/atau hak suara pada perusahaan lain tersebut
dikuasai oleh badan usaha penyelenggara;

b. memiliki kegiatan pokok yang sama dengan badan usaha
penyelenggara.

Pasal 6

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
meliputi:

a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang
saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh
perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi
dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;

b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani:

1) perusahaan induk; dan/atau

2) afiliasi perusahaan dari perusahaan induk sebagaimana dimaksud
pada butir 1), yang memiliki kegiatan pokok sama dan mayoritas
sahamnya dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang
saham dikuasai oleh perusahaan induk.

c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang
menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk
melayani perusahaan induk dan/atau beberapa perusahaan yang
berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada
huruf b.

Pasal 7

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
meliputi:
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a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang
saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh
perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi
dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;

b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani beberapa
perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk dengan
ketentuan:

1) mempunyai kegiatan pokok yang sama;

2) afiliasi perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara
perkeretaapian khusus mayoritas sahamnya dan/atau hak suara
dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan
induk.

c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang
menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk
melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan
induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan diselenggarakan terbatas dalam kawasan kegiatan
pokok badan usaha.

(2) Kawasan kegiatan pokok badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan wilayah kegiatan yang dibatasi oleh fungsi
kegiatan yang dimiliki dan diusahakan oleh badan usaha dimaksud.

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan
pokoknya, batasan wilayah operasi perkeretaapian khusus hanya
dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah
penunjang.

(2) Wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokok badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. terminal khusus;

b. terminal untuk kepentingan sendiri;

c. bandar udara khusus;

d. pergudangan;

e. lapangan penumpukan;

f. pabrik pengolahan; atau

g. wilayah tertentu di daratan yang berfungsi sebagai
pelabuhan/dryport.
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